GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 70 TAHUN 2014

Menimbang

Mengingat

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

bahwa dalam rangka mengimplementasikan Sistem Informasi
Manajemen Daerah (SIMDA) sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Daerah, perlu mengubah Peraturan
Gubernur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Menetapkan

10.

e

2.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor
3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG.



Pasal 1

Ketentuan BAB III Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2014 Nomor 43 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017 Nomor 64 Seri E), diubah sehingga sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal I
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini denigan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinan
pada tanggal 7 Desember p020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal Desember 2020

SEKRPTARIS DAERAH
PROVINSI KEPUIJAUAN BANGKA BELITUNG,

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN

NOMOR 46 S

BANGKA BELITUNG TAHUN 2020



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR €9 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 70
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP,
ASET LAINNYA DAN DANA CADANGAN

1. ASET TETAP
a) Definisi
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam

kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b) Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya

dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam Kklasifikasi tanah adalah yang
berada di bawah jalan, irigasi dan jaringan.

b) Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektronik, inventaris kantor, alat olahraga, rambu-rambu dan peralatan
lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan
dan dalam kondisi siap pakai.

c) Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh

pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
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e) Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai
seluruhnya.

c) Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan

nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila

aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada

saat penguasaannya berpindah misalnya sertifikat tanah dan bukti

kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum

dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan,

seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta)

dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut

harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap

tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan

atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud,

2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

6) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk
dipelihara; dan

7) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian
barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang
telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi

aset tetap sebagai berikut:
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N om _Jumlah Harga
Lusin/Set/Satuan (Rp)
1 Tanah Rp 0,00
2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas:
2:1 Alat-alat Besar Rp 1.000.000,00
2.2 Alat-alat Angkutan Rp 1.000.000,00
2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Rp 1.000.000,00
2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan Rp 1.000.000,00
2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 1.000.000,00
- Alat-alat Kantor Rp 1.000.000,00
- Alat Peraga untuk proses belajar mengajar Rp 1.000.000,00
- Alat-alat Rumah Tangga Rp  1.000.000,00
2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi Rp 1.000.000,00
2.7 Alat-alat Kedokteran Rp 1.000.000,00
2.8 Alat-alat Laboratorium Rp 1.000.000,00
2.9 Alat Keamanan Rp 1.000.000,00
2.10 Komputer Rp 1.000.000,00
2.11 Alat Eksplorasi Rp 1.000.000,00
2.12 Alat Pengeboran Rp 1.000.000,00
2.13 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Rp 1.000.000,00
2.14 | Alat Bantu Eksplorasi Rp 1.000.000,00
2.15 Alat Keselamatan Kerja Rp 1.000.000,00
2.16 Alat Peraga Rp 1.000.000,00
2.17 Peralatan Proses/Produksi Rp 1.000.000,00
2.18 Rambu-Rambu Rp 1.000.000,00
2.19 Peralatan Olahraga Rp 1.000.000,00
3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:
%l Bangunan Gedung Rp 25.000.000,00
3.2 Bangunan Monumen Rp 25.000.000,00
3.3 Bangunan Menara Rp 25.000.000,00
3.4 Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp 25.000.000,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:
4.1 Jalan dan Jembatan Rp 0,00
4.2 Bangunan Air/Irigasi Rp 0,00
4.3 Instalasi Rp 0,00
4.4 Jaringan Rp 0,00
] Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:
5.1 Buku dan Perpustakaan Rp 0,00
52 Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan Rp 0,00
53 Hewan Rp 0,00
54 Ikan Rp 0,00
3.5 Tanaman Rp 0,00
5.6 Barang Koleksi Non Budaya Rp 0,00
5.7 Aset Tetap Dalam Renovasi Rp 0,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0,00

Untuk pengakuan aset tanah yang berada di bawah jalan, irigasi dan jaringan
akan dilakukan penilaian sepanjang adanya dokumen yang menunjukkan
bahwa aset tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung seperti dokumen pembebasan tanah atas pembangunan aset
tersebut, sertifikat, surat keterangan lainnya yang sejenis.

Untuk penilaian aset tersebut bisa dibentuk tim penilai dari Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan indikator penilaian adalah harga

pasar tanah yang berlaku atau NJOP dan volume luas tanah dengan cara
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No. Usaias .Jumlah Harga
Lusin/Set/Satuan (Rp)
1 Tanah Rp 0,00
2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas:
2.1 Alat-alat Besar Rp  1.000.000,00
2.2 Alat-alat Angkutan Rp 1.000.000,00
2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Rp 1.000.000,00
2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan Rp 1.000.000,00
2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 1.000.000,00
- Alat-alat Kantor Rp 1.000.000,00
- Alat Peraga untuk proses belajar mengajar Rp 1.000.000,00
- Alat-alat Rumah Tangga Rp 1.000.000,00
2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi Rp 1.000.000,00
oy Alat-alat Kedokteran Rp 1.000.000,00
2.8 Alat-alat Laboratorium Rp 1.000.000,00
2.9 Alat Keamanan Rp 1.000.000,00
2.10 Komputer Rp 1.000.000,00
2.11 Alat Eksplorasi Rp 1.000.000,00
2.12 Alat Pengeboran Rp 1.000.000,00
2.13 | Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Rp 1.000.000,00
2.14 Alat Bantu Eksplorasi Rp 1.000.000,00
2.15 Alat Keselamatan Kerja Rp 1.000.000,00
2.16 Alat Peraga Rp 1.000.000,00
2,17 Peralatan Proses/Produksi Rp 1.000.000,00
2.18 Rambu-Rambu Rp 1.000.000,00
2.19 Peralatan Olahraga Rp 1.000.000,00
3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:
3.1 Bangunan Gedung Rp 25.000.000,00
3.2 Bangunan Monumen Rp 25.000.000,00
3.3 Bangunan Menara Rp 25.000.000,00
3.4 Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp 25.000.000,00
<t Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:
4.1 Jalan dan Jembatan Rp 0,00
4.2 Bangunan Air/Irigasi Rp 0,00
4.3 Instalasi Rp 0,00
4.4 Jaringan Rp 0,00
5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:
5.1 Buku dan Perpustakaan Rp 0,00
5.2 Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan Rp 0,00
5.8 Hewan Rp 0,00
54 Ikan Rp 0,00
8.5 Tanaman Rp 0,00
5.6 Barang Koleksi Non Budaya Rp 0,00
5.7 Aset Tetap Dalam Renovasi Rp 0,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0,00

Untuk pengakuan aset tanah yang berada di bawah jalan, irigasi dan jaringan
akan dilakukan penilaian sepanjang adanya dokumen yang menunjukkan
bahwa aset tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung seperti dokumen pembebasan tanah atas pembangunan aset
tersebut, sertifikat, surat keterangan lainnya yang sejenis.

Untuk penilaian aset tersebut bisa dibentuk tim penilai dari Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan indikator penilaian adalah harga

pasar tanah yang berlaku atau NJOP dan volume luas tanah dengan cara
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mengambil rata-rata lebar jalan dan mengalikan dengan panjang jalan

tersebut.

Kapitalisasi akan diakui sebagai kapitalisasi aset apabila telah memenuhi

kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap seperti dalam tabel di

atas, apabila pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset

tetap akan diperlakukan sebagai persediaan dan dianggarkan dalam barang
jasa bukan belanja modal.

Pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan

kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi sebagai

persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan
kepada pembeli/penerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang

tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan di

dalam anggaran barang dan jasa, bukan di dalam anggaran belanja modal.

Dengan berlakunya akrual maka pengakuan aset dimulai saat proses

pembuatan Bukti Tagihan untuk jenis SPP-LS dan Bukti Pengeluaran untuk

jenis SPP-GU/NIHIL. Bukti Tagihan untuk jenis SPP-LS atas jenis aset yang
dibeli berisi pilihan dengan kategori:

1. Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% tanpa termin.
Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset langsung diakui
dengan mendebet Jenis Aset dan mengkredit Utang Pengadaan Aset Tetap.

2.Belanja Modal Termin baik uang muka, termin 30%, termin 50%
berdasarkan kemajuan fisik aset. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini
adalah aset akan digolongkan ke dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan
(KDP).

3. Belanja Modal Termin Terakhir yang dibayarkan 100%. Pengakuan Aset
atas pilihan kategori ini adalah aset yang awalnya diakui sebagai
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan dijjadikan sebagai Aset sesuai
dengan kategori masing-masing apakah Tanah, Peralatan dan Mesin,
Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Irigasi atau Aset Tetap lainnya.

Pada saat SP2D LS dikeluarkan maka akan terjadi pengakuan aset untuk LRA

(basis kas) dan proses pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap untuk basis

akrual. Berikut adalah jenis Bukti Tagihan dalam SIMDA Keuangan.

Deetil Mamar T aaihan

Ho. Tagihan [210/5PP-L 5.BL.DAK1.03.01/2015

Tanggal Tagihan | 10-Jul-2018 e

Jenis Tagihan |3Be|ania Modal Termin _"'|

Gratan 1 Belanja Operasional Bda KSM

(2 Belania Modal Non Tenmin sgnan MCK Plus
|4 Belanja Modal Termin Terakhir |
|5 Pembiayaan J

Realisasi Fisik 100 =

i B e o e e T e e e L e e R R o T P
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Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah
daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Untuk Aset Tetap dengan tahun perolehan 2014 ke bawah dan tanggal serta

bulan perolehannya tidak diketahui secara pasti, dicatat pada tanggal 31

bulan Desember. Termasuk di dalamnya Aset Tetap yang bersumber dari

perolehan lain yang sah (hibah, donasi dan lain-lain) dan tidak diketahui
tanggal dan bulan perolehannya termasuk aset tetap P2D yang berasal dari

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Aset tetap yang berasal dari Pengalihan Kabupaten/Kota menggunakan nilai

perolehan atas aset tersebut.

Nilai untuk tanah dibawah jalan yang bersumber dari perolehan lain yang sah

(hibah, donasi, dan lain-lain) yang tidak diketahui secara pasti nilai

perolehannya menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP) tahun 2017.

d) Pengukuran Aset Tetap

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2) Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu
pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari
transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan
baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi
biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung
termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik,
sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut.

4) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah
sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

5) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan
nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap
di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut
tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut
diperlakukan sebagai persediaan.

6) Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:
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No. Uraian Muian Harge
Lusin/Set/Satuan (Rp)
1 Tanah Rp 0,00
2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas:
2.1 Alat-alat Besar Rp 1.000.000,00
2.2 Alat-alat Angkutan Rp 1.000.000,00
2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Rp  1.000.000,00
2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan Rp 1.000.000,00
2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Rp  1.000.000,00
- Alat-alat Kantor Rp 1.000.000,00
- Alat Peraga untuk proses belajar mengajar Rp 1.000.000,00
- Alat-alat Rumah Tangga Rp  1.000.000,00
2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi Rp  1.000.000,00
A Alat-alat Kedokteran Rp 1.000.000,00
2.8 Alat-alat Laboratorium Rp 1.000.000,00
2.9 Alat Keamanan Rp 1.000.000,00
2.10 Komputer Rp 1.000.000,00
2.11 Alat Eksplorasi Rp  1.000.000,00
8.12 Alat Pengeboran Rp 1.000.000,00
2.13 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Rp 1.000.000,00
2.14 Alat Bantu Eksplorasi Rp 1.000.000,00
2.15 Alat Keselamatan Kerja Rp 1.000.000,00
2.16 | Alat Peraga Rp  1.000.000,00
217 Peralatan Proses/Produksi Rp 1.000.000,00
218 Rambu-Rambu Rp 1.000.000,00
2.19 Peralatan Olahraga Rp  1.000.000,00
3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:
3.1 Bangunan Gedung Rp 25.000.000,00
3.2 Bangunan Monumen Rp 25.000.000,00
3.3 Bangunan Menara Rp 25.000.000,00
3.4 Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp 25.000.000,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:
4.1 Jalan dan Jembatan Rp 0,00
4.2 Bangunan Air/Irigasi Rp 0,00
4.3 Instalasi Rp 0,00
4.4 Jaringan Rp 0,00
5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:
5.1 Buku dan Perpustakaan Rp 0,00
5.2 Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan Rp 0,00
5.3 Hewan Rp 0,00
5.4 [kan Rp 0,00
5.5 Tanaman Rp 0,00
5.6 Barang Koleksi Non Budaya Rp 0,00
5.7 Aset Tetap Dalam Renovasi Rp 0,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0,00

7) Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu

komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat
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diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa

aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan

pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali
biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Adapun biaya atribusi yang diperbolehkan masuk kedalam aset yang

bersangkutan adalah sebagai berikut:

a) Biaya Perencanaan

b) Biaya Lelang

c) Biaya Persiapan Tempat

d) Biaya Pengiriman/Bongkar Pasang

e) Biaya Pemasangan

f) Biaya Pengawasan

Untuk perhitungan biaya atribusi dapat diilustrasikan dalam contoh

berikut: misal terdapat biaya atribusi sebesar Rpl100.000.000 yang

dianggarkan bukan dalam belanja modal aset yang bersangkutan tetapi
masuk kedalam belanja barang dan jasa, biaya atribusi tersebut mencakup
beberapa aset diantaranya Aset Gedung A senilai Rp2.000.000.000 dan

Gedung B senilai Rp3.000.000.000 maka biaya atribusi dapat

didistribusikan dengan metode sebagai berikut:

1) Metode rata-rata yaitu metode yang membagi biaya atribusi sebesar rata-
rata pada masing-masing aset tersebut sebesar Rp50.000.000
(Rp100.000.000/2 aset) sehingga nilai aset akan menjadi Aset A sebesar
Rp2.050.000.000 (Rp.2.000.000.000 +Rp50.000.000) dan Aset B menjadi
sebesar Rp3.050.000 (Rp3.000.000.000+RpS50.000.000)

2) Metode proporsional yaitu membagi dan mendistribusikan biaya atribusi
pada masing-masing aset secara proporsional berdasarkan besarnya nilai
aset yang bersangkutan. Pada metode proporsional harus diketahui dulu
bobot nilai aset masing-masing yang  berjumlah  sebesar
Rp.2.000.000.000 dan Rp3.000.000.000 dengan total jumlah
RpS5.000.000.000.

Untuk Aset A (Rp2.000.000.000/RpS5.000.000.000) x Rp 100.000.000=

Rp40.000.000 sehingga nilai Aset A akan berjumlah sebesar

Rp2.040.000.000

Sedangkan Aset B (Rp3.000.000.000/Rp5.000.000.000) %

Rp 100.000.000= Rp60.000.000 sehingga nilai Aset A akan berjumlah

sebesar Rp2.060.000.000

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

e ]
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Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati
satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut
digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai
dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun
seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya
yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan
suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

9) Perolehan Secara Gabungan
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut
berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan.

10) Pertukaran Aset
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran
sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos
semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai
ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan
jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang
ditransfer/diserahkan.
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang
serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang
serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan
kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada
keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang
baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang
dilepas.

11) Aset Donasi
Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar
nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui
sebagai pendapatan operasional.

12)  Pengeluaran Setelah Perolehan
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang
masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di

masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau

m
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peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset
yang bersangkutan.

13) Batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan
dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak
disesuaikan dengan pengukuran aset tetap.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap

aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

Persentase Penambaha
Renovasi/Restorasi/Overh n Masa
URAIAN JENIS aul dari Nilai Perolehan Manfaat
(Diluar Penyusutan) (Tahun)
Alat Besar
Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45%
>45% s.d 65% 5
Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 2
>45% s.d 65% 4
Alat Bantu Overhaul >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45%
>45% s.d 65% 4
Alat Angkutan
Alat Angkutan Darat Overhaul >0% s.d. 25% 1
Bermotor >25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Alat Angkutan Darat Tak Overhaul >0% s.d. 25% 0
Bermotor >25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 1
Alat Angkutan Apung Overhaul >0% s.d. 25% 2
Bermotor >25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% s.d.100% 6
Alat Angkutan Apung Tak Renovasi >0% s.d. 25% 1
Bermotor >25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s5.d.100% 2
Alat Angkutan Bermotor Querhaul >0% s.d. 25% 3
Udara >25% s.d 50% 6
>50% s.d 75% 9
>75% s.d.100% 12
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Bengkel Bermesin Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
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>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4

Alat Bengkel Tak ber Mesin Renovasi >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 0
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 1

Alat Ukur Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3

Alat Pertanian

Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d. 20% 1
>21% s.d 40%
>51% s.d 75% 5

Alat Kantor dan Rumah

Tangga

Alat Kantor Overhaul >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3

Alat Rumah Tangga Overhaul >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3

Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

Alat Studio Querhaul >0% s.d. 25% |
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3

Alat Komunikasi Qverhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3

Peralatan Pemancar Overhaul >0% s.d. 25% 2
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% s.d.100% 5

Peralatan Komunikasi Overhaul >0% s.d. 25% 2

Navigasi >25% s.d 50% 5
>50% s.d 75% 7
>75% s.d.100% 9

Alat Kedokteran dan

Kesehatan

Alat Kedokteran Overhaul >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3

Alat Kesehatan Umum | Overhaul | >0% s.d. 25% | 0

Mﬂ_—-__m-—m_w
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Monumen
Candi/ Tugu Peringatan / Renovasi >0% s.d. 30% 5
Prasasti >30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Bangunan Menara
Bangunan Menara Renovasi >0% s.d. 30% &
Perambuan >30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Tugu Titik Kontrol /
Prasasti
Tugu / Tanda batas Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Jalan dan Jembatan
Jalan Renovasi >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 60% 5
>60% s.d 100% 10
Jembatan Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Bangunan Air
Bangunan Air Irigasi Renovasi >0% s.d. 5% 2
>5% s.d 10% 5
>10% s.d 20% 10
Bangunan Pengairan Pasang | Renovasi >0% s.d. 5% 2
Surut >5% s.d 10% 5
>10% s.d 20% 10
Bangunan Pengembangan Renovasi >0% s.d. 5% 1
Rawa dan Polder >5% s.d 10% 3
>10% s.d 20% 5
Bangunan Pengaman Renovasi >0% s.d. 5% 1
Sungai/Pantai & >5% s.d 10%
Penanggulangan Bencana >10% s.d 20% 3
alam
Bangunan Pengembangan Renovasi >0% s.d. 5% 1
Sumber air dan Tanah >5% s.d 10% 2
>10% s.d 20% 3
Bangunan Air Bersih/Air Renovasi >0% s.d. 30% 5
Baku >30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi
Instalasi Air Bersih/Air Renovasi >0% s.d. 30% 2
baku >30% s.d 45% i
>45% s.d 65% 10
Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% d
>45% s.d 65% 10

m
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Instalasi Pengelolahan Renovasi >0% s.d. 30% 1
Sampah >30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
Instalasi Pengolahan Bahan Renovasi >0% s.d. 30% 1
Bangunan >30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
Instalasi Pembangkit Listrik Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi gardu Listrik Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
Instalasi gas Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi Pengaman Renovasi >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 1
>45% s.d 65% 3
Instalasi Lain Renovasi >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 1
>45% s.d 65% 3
Jaringan
Jaringan air Minum Overhaul >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% T
>45% s.d 65% 10
Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Jaringan Telepon Overhaul >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 5
>45% s.d 65% 10
Jaringan Gas Overhaul >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
Alat Musik Modern/Band Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d 100% 2
ASET TETAP DALAM
RENOVASI
Peralatan dan Mesin dalam Overhaul >0% s.d. 100% 2
renovasi
Gedung dan bangunan Renovasi >0% s.d. 30% 5
dalam Renovasi >30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Jaringan Irigasi dan Renovasi >0% s.d. 100% 5
Jaringan dalam Renovasi /Overhaul

M
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Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap
aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi tidak boleh melebihi umur
yang telah ditetapkan untuk aset tersebut.

Ilustrasi :

Misalkan terdapat Bangunan Gedung Tempat Kerja yang pengadaannya
pada tahun 2012 dengan nilai perolehan sebesar Rp100.000.000 dan umur
manfaat untuk jenis aset tersebut adalah selama 50 Tahun.

e s T
i Sl

E 01  Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 Tahun |

Pada tahun 2016 dilakukan renovasi berkisar >25% s.d 50% senilai
Rp40.000.000. Berdasarkan tabel di atas renovasi tersebut akan menambah
umur manfaat selama 5 tahun. Walaupun demikian penambahan umur
manfaat tidak bisa menambah umur 5 tahun karena akan melebihi nilai

maksimal umur aset tersebut.

Tahun Pengadaan :| Tahun 2012
Umur Manfaat :| 50 Tahun
Sisa Umur pada tahun 2016 :| 46 Tahun
Renovasi >25% s.d 50% menambah umur :| 5 Tahun
Umur Manfaat setelah renovasi = 46 Tahun + 5 Tahun | :| 51 Tahun

Maksimal yang diperbolehkan menambah umur aset tersebut adalah
selama 4 Tahun.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau
memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja adalah
pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan
rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya  untuk
mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau
hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
Misalnya kegiatan pengecetan gedung, service AC, Service Mobil, Jasa
Kebersihan dan lain-lain.

14) Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang
memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan

penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

W
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e) Penyusutan
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan.
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang
nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan
operasional.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Masa
Kodifikasi Uraian Manfaat
(Tahun)

1|3 ASET TETAP

113]|2 Peralatan dan Mesin

1/3[2]01 Alat Besar

11312 01 | 01 | Alat-Alat Besar Darat 10
113 21 01| 02 | Alat-Alat Besar Apung 8

132 01 | 03 Alat-alat Bantu 7

1|3]2]02 Alat Angkutan

113 2| 02 01 | Alat Angkutan Darat Bermotor 7

1]3]|2/[02]02 Aié;'ﬁlégu?an Darat Tak Bermotor 2

113|202 03 | Alat Angkut Apung Bermotor 10

1131|202 | 04 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3

1 3 2| 02| 05 | Alat Angkut Bermotor Udara 20

13203 Alat Bengkel dan Alat Ukur | |

11312103 | 01 | Alat Bengkel Bermesin 10

113 2|03 | 02 | Alat Bengkel Tak Bermesin 5

13| 2[03 | 03 |Alat Ukur 5

1 3|2 04 Alat Pertanian

1 3|2 ] 04 | 01 | Alat Pengolahan 4

1{3 2|05 Alat Kantor dan Rumah Tangga

132 05 |0l |AlatKantor 5
113205 | 02 | Alat Rumah Tangga 5

113|217 | 17 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5

1.3 2| 06 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

11312106 01 | AlatStudio 5

113|206 | 02 | Alat Komunikasi o 5

1132 06 03 | Peralatan Pemancar 10

11312 06 04 | Peralatan Komunikasi Navigasi 10

1.3 |2|07] Alat Kedokteran dan Kesehatan

1132107 | 01 |Alat Kedokteran ' J

131 2] 07 | 02 | Alat Kesehatan Umum 5
113 2 08 | Alat Laboratorium

11312 08 | 01 | Unit-Unit Alat Laboratorium 8

13121 08 | 02 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15

1 | 3 2 08| 03 |Alat Peraga/Praktek Sekolah 10

1 |31 2|08 04 AlatLaboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 15

1,3 2|08 05 | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 10

—"___m____-

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Vi



Masa

Kodifikasi Uraian Manfaat
(Tahun)
113 2| 08 06 | Radiation Aplication and Non Destructive Testing 10
Laboratory
1|13 2| 08 | 07 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7
1132} 08 | 08 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15
13 2 08| 09 |Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan 8
Isntrumentasi
09 Alat Persenjataan
09 | 01 | Senjata Api 10

09 | 02 | Persenjataan Non Senjata Api
09 03 | Senjata Sinar

1{3}|2

11312

1132

1. 13 | B

13209 04 | Alat Khusus Kepolisian 3
113|210 Komputer

1132 10 | 01 | Komputer Unit 4
1 32| 10 | 02 | Peralatan Komputer 4
1,32 11 Alat Eksplorasi

11312 |11 01 | Alat Eksplorasi Topografi 3
11312 11 02 | Alat Eksplorasi Geofisika 3
1 (3|2 12 Alat Pengeboran

1{3]2] 12 | 01 | Alat Pengeboran Mesin 5
1|3 2] 39 02 |Alat Pengeboran Non Mesin 5
1/]3]2]| 13 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

1|3]|2] 13 | 01 | Sumur 8
1|32 13| 02 | Produksi 8
13| 2| 42 | 03 | Pengolahan dan Pemurnian 8
1/3|2 14 Alat Bantu Eksplorasi

1132 | 14 | 01 | Alat Bantu Eksplorasi 5
113|214 | 02 | Alat Bantu Produksi 5
113215 Alat Keselamatan Kerja

1132 ] 15 | 01 | Alat Deteksi 2
11312 15 | 02 | Alat Pelindung 2
132 15 | 03 | Alat SAR 2
1 3|2 15 04 | Alat Kerja Penerbangan 2
1/3 2 16 Alat Peraga

132116 | 01 | Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 3
13 |2 17 Peralatan Proses/Produksi

1132 17 | 01 | Unit Peralatan Pro ses/Produksi 7
1 3 218 Rambu-Rambu

13 2| 18 | 01 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 5
13|21 18 | 02 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 5
11342 1 18 | 03 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 5
1{3;2]| 19 Peralatan Olahraga

13|21 19 01 | Peralatan Olahraga 5
1, 3|3 ”‘""F-Gedung dan Bangunan

1{3 3, 01 Bangunan Gedung

1 3] 3] 01 01 |Bangunan Gedung Tempat Kerja 50
11 31{ 3] 02 02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50
1 3 3| 02 | Monumen

1|13[3]02] 01 Cand'i/pTugu Peringafén /Prasasti 50

s o 85T B e S P A
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Masa
Kodifikasi Uraian Manfaat
(Tahun)
133 )| 03 . Bangunan Menara
'1]/3/3]| 03 03 Bangﬁnan Menara Perambuan 40
1.3 3 6 04 i Tugu Titik Kontrol/Pasti
11313 04| 01 | Tugu/Tanda Batas 50
1|34 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1,34 o1 Jalan dan Jembatan |
13,4 01 01  Jalan 10
1134 02| 02 | Jembatan 50
1 34| 02 Bangunan Air
11314 | 02 01 |Bangunan Air Irigasi 50
1! 3 4| 02 | 02 | Bangunan Pengairan Pasang Surut S0
1314 02|03 Bafiéuﬁan Pengembangan Rawa dan Polder 25
113|402/ 04 Bangunaﬁ Pengaman Sungai/Pantai dan 10
| Penanggulangan Bencana Alam
13| 4| 02 05 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30
1134 02 06 |Bangunan Air Bersih/Air Baku 40
13[4 02]07 Bangunan Air Kotor 40
1/ 34| 03 Instalasi
134 03| 01 | Instalasi Air Bersih/Air Baku 30
113|403 02 | Instalasi Air Kotor 30
113|403 | 03  Instalasi Pengolahan Sampah 10
1134 03 | 04 |Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10
1 3|4 |03 | 05 | Instalasi Pembangkit Listrik 40
13| 4 03 | 06 | Instalasi Gardu Listrik 40
11314]03 07 | Instalasi Pertahanan 30
113|403 | 08 | Instalasi Gas 30
1,34 03 | 09 |Instalasi Pengaman 20
1|3 |4 03 | 10 |Instalasi Lain 20
1,3 4 04| | Jaringan
1,34 04| 01 |Jaringan Air Minum 30
11314 04| 02 | Jaringan Listrik 40
113 4 04 | 03 |Jaringan Telepon 20
113! 4| 04 04 Jaringan Gas 30

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan
sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Metode penyusutan yang diigunakan adalah metode garis lurus (straight line)
tanpa memperhitungkan nilai sisa (residu) dan perhitungan penyusutan
menggunakan hitungan bulanan bukan tahunan dengan penyajian secara
persemester.

Untuk menghitung penyusutan maka harus dilakukan Mapping Kode
Rekening Aset Tetap antara SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan seperti pada

gambar berikut:

w
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LEVEL 4 SIMDA KEU-BELANJA

Nama Aset di SIMDA BMD LEVEL 4 SIMDA BMD MODAL

I;c;?f Nama Rek. FI;‘;?(? Nama Rek. '&;:? Nama Rek.

1.1.1.4.1 | Tanah Bangunan 1.1.1.4 | Tanah Untuk 5.2.3.01 | BM Tanah
Kantor pemerintah Bangunan
221.1.1 | Sedan 2:2.1.4 Kendaraan Dinas 5.2.3.03 | BM Pengadaan Alat
Bermotor Perorangan Angkutan Darat Bermotor
2.5.2.1.4 | Kursi Kayu 2524 Meubleair 5.2.3.15 | BM Pengadaan Penghias
Rumah Tangga

4.1.1.3.1 | Jalan Kabupaten Arteri | 4.1.1.3 | Jalan Kabupaten 5.2.4.01 | BM Pengadaan Jalan

Penyelarasan kode rekening aset tetap antara Aplikasi SIMDA BMD dengan
Aplikasi SIMDA Keuangan melalui mekanisme mapping dokumen rekening.
Mapping kode rekening, nama rekening dan nilai harus dilakukan sebelum
dilakukan proses export data penyusutan dari Aplikasi SIMDA BMD ke
Aplikasi SIMDA Keuangan
Pencatatan aset berikut yang berkaitan dengan perhitungan penyusutan
yaitu:
a. Pencatatan aset pertama kali
Pencatatan aset pertama kali dilakukan melalui menu pengadaan atau
penatausahaan. Pencatatan aset ini berdasarkan berita acara serah terima
dari pelaksana kegiatan. Atribut yang harus diisi dalam penginputan aset
adalah:
1) Kode kepemilikan,
2) Kode rekening aset,
3) Tanggal Perolehan dan tanggal pembukuan aset,
4) Nilai pembelian/perolehan,
5) Asal usul pembelian,
6) Kondisi, dan
7) Masa manfaat
b. Kapitalisasi
Pencatatan kapitalisasi adalah mencatat penambahan nilai dan masa
manfaat dari aset yang sudah tercatat dalam Aplikasi SIMDA BMD.
Pencatatan ini berdasarkan nilai kontrak atau perolehan, berita acara
penyelesaian pekerjaan, dan kebijakan akuntansi untuk masa manfaat.
Atribusi yang harus diisi adalah:
1) Tanggal Dokumen kapitalisasi,
2) Nomor Dokumen kapitalisasi,
3) Nilai Kapitalisasi,
4) Masa Manfaat tambahan,

MM
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Pencatatan Kapitalisasi ini akan menambah nilai dan masa manfaat aset
tetap.

c. Koreksi
Pencatatan koreksi aset mencatat koreksi nilai dari aset berdasarkan hasil
penilaian atau koreksi dari auditor. Atribusi yang harus diisi adalah:
1) Tanggal Dokumen kapitalisasi,
2) Nomor Dokumen kapitalisasi,
3) Nilai koreksi,
4) Masa Manfaat koreksi,
Pencatatan Koreksi ini akan mengubah nilai aset tetap.

d. Penghapusan
Penghapusan terhadap sebuah aset dapat menyebabkan penghapusan aset
secara keseluruhan (penghapusan aset) atau penghapusan aset sebagian
saja. Penghapusan aset secara keseluruhan akan menghapus aset sampai
dengan registernya, sehingga aset sudah tidak tercatat lagi dalam laporan
aset tetap di neraca. Sedangkan penghapusan sebagian aset akan
mengurangi nilai aset tersebut, tanpa mengurangi masa manfaat aset yang
sudah tercatat. Penghapusan aset atau sebagian aset berdasarkan Berita
Acara Penghapusan yang diketahui oleh Panitia Penghapusan Barang Milik
Daerah. Perhitungan penyusutan atas aset dilakukan sampai dengan satu
bulan sebelum aset tersebut dihapuskan berdasarkan SK Penghapusan

yang telah diinput. Contoh penghapusan aset yang dilakukan pada bulan

Juni:
— Akum Penyusutan | Akum Peny | Nilai Buku
Nama Aset Kode Barang Nilai Peny. Jan Jan - Mei i ikl
S Bangunan Gedung 100 juta 80 juta 20 juta 100 juta 0
Kantor
e. Rumus Perhitungan Penyusutan
Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan tanpa

memperhitungkan tanggal perolehan pada bulan tersebut dan disajikan
laporannya secara semesteran. Adapun rumus perhitungan nya
dipengaruhi oleh kondisi sebagai berikut:
1) Aset Tetap tanpa adanya kapitalisasi
Aset tetap tanpa adanya kapitalisasi disusutkan berdasarkan nilai
perolehannya dibagi estimasi masa manfaat, tanpa memperhitungkan

nilai sisa dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

P e
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Bidang

Uit Crganisast

Sub Unit Organisasi © Seke

UrB

| stsa AKUHULAST

FEASA,

PENYUSUTAN

AKUMULAST

ta. HANA ASET perOLEna] ILAL PERDLEMAN mm::" '"-“Iﬂfes_uml‘:ﬂ" e e VE"E”:;'*?" NILAT BUKU
1. Gedung dan Bangunan a0 o 008000000 SLARTA05E0 TR LIIGR0RM
""" l ]| Banguru= Gadurg L 0 £0.000.000.0% | £0.000.000.00 i TIRAMAN §.135,000,006.00

1 Nilai 6.000.000.000
2 Tanggal Perolehan 19 Agustus 2010
3 Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060 600 Bulan
4 Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan) 10.000.000
5 Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan) 65 Bulan
- 19/08/2010sd 31/12/2010= 5BIn 5 Bulan
-01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln 60 Bulan

65 Bulan x Rp.10.000.000 650.000.000

6 Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)

- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000 60.000.000

- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000 60.000.000

7 Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan) 770.000.000
8 Nilai Buku Per 31 Desember 2016 5.230.000.000
9 Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan) 523 Bulan
- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059) 516 Bulan

- 7 Bulan (di tahun 2060) 7 Bulan

Pada metode perhitungan diatas jumlah bulan penyusutan pada tahun
2010 hanya dihitung 5 bulan dari bulan Agustus sampai dengan
Desember 2010 dan tidak dihitung 12 bulan (1 tahun penuh) karena
SIMDA BMD menggunakan perhitungan penyusutan aset berdasarkan
model bulanan dan bukan menggunakan metode tahunan.

Untuk perhitungan penyusutan perbulan didapat dari nilai perolehan
aset dibagi dengan masa manfaat aset sesuai dengan kebijakan
akuntansi yang diberlakukan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dengan nilai penyusutan setiap bulannya sebesar
Rp10.000.000 (Rp6.000.000.000/600 Bulan).

Sehingga untuk penyusutan tahun 2016 semester I dan II adalah masing-
masing sebesar Rp60.000.000 (6 Bulan x Rpl10.000.000)
akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar
Rp770.000.000 dan nilai buku aset Rp5.230.000.000 (Rp6.000.000.000-
Rp770.000.000) dengan nilai sisa manfaat 43 tahun dan 7 bulan atau

523 bulan.

dengan

2) Aset Tetap Dengan Kapitalisasi
Aset tetap yang dikapitalisasi memperhitungkan akumulasi dan nilai
buku sebelum Kapitalisasi dilakukan serta sisa manfaat aset dari aset
awal ditambah dengan manfaat tambahan dari kapitalisasi yang
dilakukan. Contoh perhitungan aset tetap dengan kapitalisasi (renovasi)

dapat disajikan sebagai berikut:

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung 22



Bidarg

Uit Organisasi
Sub Urit Orgamisas @ 22l
UPH 1 Seir theva
r . HASA o ALTHVELAGY PEHYUSHTAN AKUMULAST
Ho. | KODE ASET | NO. REG HANA ASET peROLENA| NILAL PEROLEHAN H:ls-‘\ ool b dicll HILAT BUKU
v ahuButan Ak Semester | Semester I1 L ey
1. Gedung dan Bangunan 100000000 THGEOH0E §5.357455.00 EIEAER0 LA S RREE L
T
1‘ BELEL | 1 | Berguren Gedung Kavtr Parmmn 8w s | ¢ 2 THOONI0000 5.857.655.00 54 16500 BLIMNAE £ 1840885200

1 Nilai 6.000.000.000
2 Tanggal Perolehan 19 Agustus 2010
3 Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060 600 Bulan
4 Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan) 10.000.000
S Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan) 65 Bulan
-19/08/2010sd 31/12/2010 = 5 Bln 5 Bulan
-01/01/2011 sd 31/12/2015 =60 Bln 60 Bulan
65 Bulan x Rp.10.000.000 650.000.000
6 Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)
- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000 60.000.000
- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000 60.000.000
Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan) 770.000.000
Nilai Buku Per 31 Desember 2016 5.230.000.000
9 Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan) 523 Bulan
- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059) 516 Bulan
- 7 Bulan (di tahun 2060} 7 Bulan
S e A
1 Nilai Kapitalisasi 100.000.000
2 Nilai Perolehan Setelah Kapitaisasi (A1+B1) 6.100.000.000
3 Tanggal Perolehan Kapitalisasi 01/03/2017
<4 Tambahan Masa Manfaat Kapitalisasi 5 Tahun (5 x 12 Bulan) 60 Bulan
5 Nilai Disusutkan (NB 2016 + NKAPITALISASI-PENY 2 BLN 1 JAN -28 FEB ) 5.310.000.000
A8 + B1-Rp20.000.000
6 Sisa Masa Manfaat sd 01/03/2017 (TIDAK BOLEH LEBIH 600 BLN <=A3) 581
- Masa 31 Desember 2016 sd 1 Maret 2017 (A9-2 BLN) 523 BLN-2 BLN 521
- Tambahan Masa Kapitalisasi (B4) 60
7 Besarnya Penyusutan Perbulan di Tahun 2017
- Januari - Februari 2017 (2 Bulan) Menggunakan Penyusutan Awal Sebelum 10.000.000
Kapitalisasi
- Maret - Desember 2017 (10 Bulan) Menggunakan Penyusutan Kapitalisasi 9.139.415
(B5/B6)
8 Penyusutan Tahun 2017 11.394.148
- Semester [ 56.557.659
1 Jan 2017 - 28 Februari 2017 ( 2 Bln x Rp10.000.000 (B7)) = Rp
20.000.000
1 Maret 2017 - 30 Juni 2017 (4 Bln x Rp9.139.415 (B7)) = Rp
36.557.659
- Semester 11 = 6 Bulan x B 7 ( 6 Bulan x Rp9.139.415) 54.836.489
9 Akumulasi Penyusutan sd Per 31 Desember 2017 (A7 + B8) 881.394.148
10 | Nilai Buku Per 31 Desember 2017 5.218.605.852
11 Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan) 571
- 47 Tahun = 47 x 12 Bln (Sd Tahun 2064) 564
- 7 Bulan (di tahun 2065) 7

Pada perhitungan diatas terlihat perbedaan perhitungan metode aset

tanpa adanya kapitalisasi dengan metode kapitalisasi. Hal ini karena
M
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sudah memperhitungkan umur manfaat tambahan dari renovasi tanpa
menambah masa manfaat aset melebihi selama 50 tahun (600 bulan)
dalam contoh diatas setelah kapitalisasi masa manfaat aset tersebut
menjadi 581 bulan.
Nilai aset yang akan disusutkan setelah penambahan biaya renovasi
menjadi Rp5.310.000.000 per 1 Maret 2017 sehingga mulai Maret 2017
(penambahan biaya kapitalisasi tersebut dimulai sejak 1 Maret 2017)
biaya penyusutan perbulan berubah yang awal Rp10.000.000 menjadi
Rp9.139.415.
Akumulasi Penyusutan sampai dengan Per 31 Desember 2017 (A7 + Bg)
menjadi  Rp881.394.148. Sehingga Nilai Buku Per 31 Desember 2017
menjadi Rp5.218.605.852 dengan Sisa Masa Manfaat sampai dengan 31
Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan) tersisa 47 tahun 7 Bulan atau sama
dengan 571 bulan.
f. Kelompok Aset yang tidak disusutkan

Kelompok Aset yang tidak disusutkan yaitu:

1) Aset tetap yang dalam kelompok KIB A (Tanah),

2) Aset tetap yang dalam kelompok KIB E (Buku Perpustakaan, Barang
Bercorak kebudayaan, dan Hewan ternak Tumbuhan),

3) Aset Tetap dalam Kondisi Rusak Berat yang di reklas ke Aset Lainnya,

4) Aset yang berada dibawah nilai kapitalisasi atau extracomptable.

g. Laporan Penyusutan

Laporan penyusutan disajikan secara semesteran, terdiri dari akumulasi

penyusutan awal, penyusutan tahun berjalan (semester 1 dan semester 2)

dan akumulasi penyusutan akhir. Perolehan aset tetap tanggal 30

Desember penyusutannya dihitung satu bulan. Laporan aset yang

disusutkan adalah Laporan Penyusutan untuk golongan Peralatan Mesin,

Gedung Bangunan, Jalan Irigasi Jaringan, Aset Renovasi.

Laporan aset yang tidak disusutkan yaitu untuk aset Tanah, Aset Tetap

Lainnya, KDP yang termasuk kelompok aset rusak berat.

1. Laporan Intracomptable = Laporan AT + Laporan Aset lainnya

2. Laporan Aset Tetap = Laporan AT yang disusutkan + Laporan AT yg tidak
disusutkan (AE)

Kebijakan atas masa manfaat aset tertentu terutama yang strategis dan

bernilai besar akan dilakukan secara periodik apabila pada masa tertentu

aset tersebut masa manfaat perlu penyesuaian disebabkan kondisi aset

tersebut masih layak atau sudah tidak layak lagi digunakan maka akan

dilakukan penyesuaian masa manfaat. Misal ada sebuah Gedung yang

M
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umur manfaatnya sudah 20 tahun tapi karena perawatannya selama ini
rutin dilakukan dan berdasarkan pertimbangan teknis masih sangat layak
digunakan maka akan dipertimbangkan untuk menambah masa
manfaatnya misalnya bertambah menjadi 30 Tahun.

Laporan extracomptable adalah laporan aset tetap yang mempunyai nilai
dibawah kebijakan akuntansi, sedangkan laporan intracomptable laporan
aset tetap yang mempunyai nilai diatas kebijakan akuntansi. Laporan BMD
extracomptable akan disajikan terpisah sesuai kebijakan akuntansi tahun
bersangkutan.

Kebijakan batas nilai kapitalisasi berlaku sejak diberlakukan atau sejak
tahun pelaporan pada tahun buku.

Contoh penyajian sebagai berikut:

rNilai BEaD Tahun HKebijakan Penvajian Lap
Pelaporan Batas Kapitalisasi ImtraS Extra
250, OO OO 7 FOO L OO Extra
OO _ OO0 2009 L S00. 000 irntra

Khusus ekstrakomptable penyusutan yang dilakukan tidak akan
mempengaruhi akumulasi penyusutan di Neraca karena tidak termasuk
bagian yang dilaporkan dalam Neraca.
Untuk memudahkan dan keseragaman perhitungan penyusutan kami
menggunakan aplikasi SIMDA BMD sehingga akan didapatkan data
penyusutan yang valid dan seragam untuk seluruh SKPD dengan
sebelumnya memasukan paramater kebijakan penyusutan tersebut dalam
parameter aplikasi.
Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu,
diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang dimaksud
nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

h. Aset Bersejarah
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus
dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya
pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang
berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan
lokasi yang ada pada periode berjalan.

i. Penghentian dan Pelepasan
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset
secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat
ekonomi masa yang akan datang.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi
dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

W
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Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya
sesuai dengan nilai tercatatnya.
f) Penyajian
Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Nilai Aset Tetap yang disajikan
adalah sebesar nilai perolehannya. Sedangkan nilai penyusutan aset tetap di
sajikan pada akun Akumulasi Penyusutan. Berikut adalah contoh penyajian
aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

Aset Tetap

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

g) Pengungkapan
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset
tetap sebagai berikut:
1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying
amount);
2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:
a) Penambahan;
b) Pelepasan;
c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
d) Mutasi aset tetap lainnya.
3) Informasi penyusutan, meliputi:
1) Nilai penyusutan;
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir
periode;
4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama,jenis, kondisi

dan lokasi aset dimaksud.

W
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2. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
a) Definisi
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun

seluruhnya.

b) Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses
perolehannya pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu
dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu
periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang
atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau

melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

c) Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan j.ika:

1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.

2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. dan

3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

4) Pembayaran atas aset tersebut belum 100% dan jenis bukti tagihan yang
dibuat saat pembuatan SPP LS oleh PPTK dan Bendahara masih dengan

kategori Belanja Modal Termin.

Detil Momar Tagihan

No. Tagihan 140/SPP-L $.BL.DAK/1.03.01/2015
| Tanggal Tagihan ii.s-Jun-ZﬂE“_ .'” |
| Jenis Tagihan iéEeIanls; Hmowda;l‘l'ermm ---------- %_:
Uraian |Pemhayalan Termyn Il keﬁ.adé KSH BAHKEM:WW

'pelaksana Pembangunan MCK Plus Di
il(ecamatan Gabek Kota Pangkalpinang
‘Dana DAK : Rp. 86.821.091 .-

PUTSESS

Realisasi Fisik 70 %

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan
digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang

bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
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a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan. dan
b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
c. Pilihan jenis tagihan sudah memilih Belanja Modal Termin Terakhir atau
Belanja Modal Non Termin.
Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang
bersangkutan (peralatan dan mesin. gedung dan bangunan. jalan, irigasi, dan
jaringan. aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan
selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
Terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan seperti Konsultan Perencanaan (DED)
yang sampai tahun berikutnya tidak dianggarkan pembangunan fisik atas
DED tersebut tetap dimasukkan kedalam Konstruksi Dalam Pengerjaan
sepanjang bangunan tersebut dipastikan akan dibangun.
d) Pengukuran
1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan
dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut. Dan
c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi
yang bersangkutan.
Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan
konstruksi antara lain meliputi:
a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia.
b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi.
c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke
lokasi pelaksanaan konstruksi.
d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan.
e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung
berhubungan dengan konstruksi.
Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada
umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu meliputi:
a. asuransi,
b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung
berhubungan dengan konstruksi tertentu;
c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi
yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang

sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya
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yang mempunyai karakteristik yang sama. Metodealokasi biaya yang

digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya

langsung.
3) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak
konstruksi meliputi:

a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan
tingkat penyelesaian pekerjaan.

b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung
dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal
pelaporan.

¢) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan
dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

d) Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.
Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara
bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan
dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat
sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

€) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang
timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya
konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan
ditetapkan secara andal.

f) Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul
sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai
konstruksi.

g) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah
biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode
yang bersangkutan.

h) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang
diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang
bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan
metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

1) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak
disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman
yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan
konstruksi dikapitalisasi.

J) Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi
karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur

tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai
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k)

1)

hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan
dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama
pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian
sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak
dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang
bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang
penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis
pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.
Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih
dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang
masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut
diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang
dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi
atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah

diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

e) Penyajian

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Berikut

adalah contoh penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca:

Aset Tetap

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

f) Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam

Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian

dan jangka waktu penyelesaiannya,;

b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;

c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;

d. Uang muka kerja yang diberikan,;

e. Retensi.

3. ASET LAINNYA

a) Definisi

Aset

Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan
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dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang
cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat
ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai
transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan
kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan
pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan
menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset
lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik
dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.
b) Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Sewa

Kerjasama Pemanfaatan

Ketiga Bangun Guna Serah
Bangun Serah Guna
Goodwill
Aset Tidak Berwujud Lisensi dan Frenchise
Hak Cipta
Paten

Aset Tidak Berwujud|

c) Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan

pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1) Tagihan Jangka Panjang
Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan
tuntutan ganti kerugian daerah.

2) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima
dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada
pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas
kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

3) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai
dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau
badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang
kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian (SKP2K).

W
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4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang

dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan

dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan

perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga — Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi
perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi
aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/ kemitraan-sewa.

b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian
kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari
aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

¢) Bangun Guna Serah — BGS (Build, Operate, Transfer — BOT)
Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa
pemanfaatan asset Pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor,
dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan
sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam
jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan
atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah
berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam
perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing
pihak.
BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah
kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d) Bangun Serah Guna- BSG (Build, Transfer, Operate — BTO)
Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah
oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor tersebut
mendirikan bangunan  sarana lain berikut fasilitasnya kemudian
menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah
untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung sarana berikut
fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah
disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan
pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh

pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

e R E————
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5) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai

wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh

pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan

entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan

serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak

berwujud terdiri atas:

a) Goodwill
Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah
akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan
pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan
kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b) Hak Paten atau Hak Cipta
Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan
kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu
karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain
itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset
tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk
memanfaatkannya.

c) Royalti
Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak
cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan
dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d) Software
Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud
adalah Software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari
hardware komputer tertentu. Jadi Software ini adalah yang dapat
digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki
karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas Software
berkenaan.

e) Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta
yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian
hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan
Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat

tertentu.
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f) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang
adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat
ekonomis sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi
sebagai aset.
g) Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang
diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi
satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati
tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran
yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan
tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam

Pengerjaan (intangible asset — work in progress), dan setelah pekerjaan

selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang

bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

(1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang
yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB
tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau
dinikmati oleh entitas. dan

(2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

). Aset Lain-Lain
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat
disebabkan karena rusak berat, usang, aset tetap yang tidak digunakan
karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan,
sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada
saat dihentikan dari penggunaan  aktif pemerintah dan
direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
d) Pengukuran
1) Tagihan Jangka Panjang
a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
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Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan
dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak
(SKTJM).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a) Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan
aset yang bersangkutan.

b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada
saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling
objektif atau paling berdaya uji.

c) Bangun Guna Serah — BGS (Build, Operate, Transfer — BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh
pemerintah daerah kepada pihak ketiga/ investor untuk membangun
aset BGS tersebut.

d) Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate — BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu
sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah
dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor
untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus
dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak
berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi
yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada
aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah
tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

(a)Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi
dengan potongan harga dan rabat;

(b)Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa
aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja
untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung adalah:

(1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat
digunakan;

(2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut
dapat digunakan;
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(3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi
secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

(a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat
pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang
dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

(b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh
entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga
perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

(c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan Software
komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah
pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud,

namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar

nilai wajar.
4) Aset Lain-lain
Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset
tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai
tercatat/nilai bukunya.
e) Amortisasi
Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak
berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah
penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis
dan rasional selama masa manfaatnya. Metode amortisasi menggunakan
metode garis lurus dan dilakukan setiap akhir periode
Aktiva Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas seperti paten, hak
cipta, Waralaba metode amortisasi yang dipakai adalah garis lurus dan
diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih
pendek.
f) Penyajian
Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh

penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah.
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Gedung dan Bangunan XXX XXX
Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
Aset Tetap Lainnya XXX XXX
Kontruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX
Akumulasi Penyusutan (xxx) | (xxx)
Jumlah Aset Tetap XXX XXX
DANA CADANGAN
Dana Cadangan XX
Jumlah Dana Cadangan XXX
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran XXX XX
Tuntutan Perbendaharaan XXX XX
Tuntutan Ganti Rugi XXX XX
Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX XX
Aset Tak Berwujud XXX XX
Aset Lain-lain XXX XX
Jumlah Aset Lainnya XXX XXX

g) Pengungkapan
Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-
kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1) Besaran dan rincian aset lainnya.
2) Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.
3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (Sewa, KSP, BOT
dan BTO).

4) Informasi lainnya yang penting.

4. DANA CADANGAN

a) Pengertian
Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan
pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan
perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya.
Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan
daerah yang didalamnya mencakup:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan

ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.

d. sumber dana cadangan. dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
f. Perlakuan pendapatan bunga atas dana cadangan.

b) Klasifikasi
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Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat

diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya

sebagaimana contoh dibawah ini:

a. Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Gedung

b. Dana Cadangan Pembangunan Stadion Olah raga

c. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilu

c) Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran

pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan

pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan

yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas

Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui

proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

d) Pengukuran

1) Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-
LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa
giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau
dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai
Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-
Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan
diukur sebesar nilai nominal.

3) Pencairan Dana Cadangan
Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD
akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana
cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana
cadangan. Besarnya jumlah pencairan dana cadangan adalah sebesar
Dana Cadangan awal ditambah pendapatan bunga atas rekening tersebut.

4) Penyajian dana cadangan di kas diberlakukan terpisah dari saldo kas dan
setara kas karena penyajian aset lancar harus memenuhi tiga kriteria,
yaitu apakah uang tersebut:
1) merupakan hak pemerintah,
2) dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan

3) dibatasi/tidak penggunaannya.
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Uang pada aset nonlancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset
yang dibatasi penggunaannya, dan aset nonlancar lainnya.
e) Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK),hal-hal sebagai berikut:

1) Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukaan dana cadangan.

2) Tujuan pembentukan dana cadangan.

3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.

4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan
ditransfer ke rekening dana cadangan.

5) Sumber dana cadangan. dan

6) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANG LITUNG,

ERZALDI ROSMAN

kan Akunta
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